
 

 
BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR 
NOMOR  9  TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANJAR, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6736); 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Repbublik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340);  
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523);  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6847); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 

Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6173);  
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178);  

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6522);  

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);  

25. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6385);  

26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6909); 

27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);  

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1777); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  
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33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

34. Peraturan   Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 799); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Banjar Tahun 2005-2023 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 2); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2023 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Banjar Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 
Tahun 2023 Nomor 5); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 

dan 

BUPATI BANJAR 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.  
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3. Bupati adalah Bupati Banjar. 

4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar. 

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  

7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 

8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 

9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran berkenaan.  

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah 
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 
periode tahun anggaran berkenaan. 

11. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada 

tahun-tahun anggaran berikutnya. 
 

BAB II 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
 

Pasal 2 
 

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2024. 

(2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

Pasal 3 
 
(1) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah 

Rp2.753.039.957.743,00,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh 
tiga miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh 

tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), bertambah 
sejumlah Rp314.085.553.154,00 (tiga ratus empat belas miliar 
delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus 

lima puluh empat rupiah). 

(2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah 
dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah 

1. Semula Rp2.578.893.856.639,00 

2. Bertambah/(Berkurang) Rp59.111.319.717,00 

 Jumlah Pendapatan 
Daerah setelah perubahan 

Rp2.638.005.176.356,00,00 
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b. Belanja Daerah 

1. Semula Rp2.728.539.957.743,00 

2. Bertambah/(Berkurang) Rp312.585.553.154,00 

 Jumlah Belanja Daerah 
setelah perubahan 

Rp3.041.125.510.897,00 

 Jumlah (Defisit)/Surplus 
setelah perubahan 

(Rp403.120.334.541,00) 

 
c. Pembiayaan Daerah 

1. Penerimaan  

 a) Semula Rp174.146.101.104,00 

 b) Bertambah/(Berkurang) Rp254.974.233.437,00 

 c) Jumlah Penerimaan 

Pembiayaan Daerah 
setelah perubahan 

Rp429.120.334.541,00 

2. Pengeluaran  

 a) Semula Rp24.500.000.000,00 

 b) Bertambah/(Berkurang) Rp1.500.000.000,00 

 c) Jumlah Pengeluaran 
Pembiayaan Daerah 
setelah perubahan 

Rp26.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Neto 
setelah perubahan 

Rp403.120.334.541,00 

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran tahun sebelumnya 
setelah perubahan 

Rp429.120.334.541,00 

 
Pasal 4 

 
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 
huruf a terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);  

 1) Semula Rp250.300.000.000,00 

 2) Bertambah/(Berkurang) Rp18.895.238.027,00 

 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 
setelah perubahan 

Rp269.195.238.027,00 

b. Pendapatan Transfer; dan  

 1) Semula Rp2.301.301.258.969,00 

 2) Bertambah/(Berkurang) Rp32.799.761.869,00 

 Jumlah Pendapatan Transfer 
setelah perubahan 

Rp2.334.101.020.838,00 
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c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

 1) Semula Rp27.292.597.670,00 

 2) Bertambah/(Berkurang) Rp7.416.319.821,00 

 Jumlah lain-lain Pendapatan 
Daerah yang Sah setelah perubahan 

Rp34.708.917.491,00 

 
Pasal 5 

 
(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf a, terdiri dari: 

a. Pajak Daerah;  

 1) Semula Rp103.675.446.835,00 

 2) Bertambah/(Berkurang) Rp9.136.170.272,00 

 Jumlah Pajak Daerah setelah 
perubahan 

Rp112.811.617.107,00 

b. Retribusi Daerah;  

 1) Semula Rp7.925.841.028,00 

 2) Bertambah/(Berkurang) (Rp1.309.410.778,00) 

 Jumlah Retribusi Daerah 
setelah perubahan 

Rp6.616.430.250,00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan 

 1) Semula Rp10.599.000.000,00 

 2) Bertambah/(Berkurang) Rp409.793.672,00 

 Jumlah Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan setelah perubahan 

Rp11.008.793.672,00 

d. Lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) yang Sah. 

 

 1) Semula Rp128.099.712.137,00 

 2) Bertambah/(Berkurang) Rp10.658.684.861,00 

 Jumlah Lain-lain Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) yang Sah 
setelah perubahan 

Rp138.758.396.998,00 

 

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf b, bersumber dari: 

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan 

 1) Semula Rp2.178.070.981.131,00 

 2) Bertambah/(Berkurang) 
Rp32.799.761.869,00 

 Jumlah Pendapatan Transfer 
Pemerintah Pusat setelah 

perubahan 

 

Rp2.210.870.743.000,00 
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b. Pendapatan Transfer antar Daerah. 

 1) Semula Rp123.230.277.838,00 

 2) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00 

 Jumlah Pendapatan Transfer 
antar Daerah setelah perubahan 

Rp123.230.277.838,00 

 
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari Pendapatan Hibah: 

1) Semula Rp27.292.597.670,00 

2) Bertambah/(Berkurang) Rp7.416.319.821,00 

Jumlah Lain-lain Pendapatan 
Daerah yang Sah setelah perubahan 

Rp34.708.917.491,00 

 

Pasal 6 
 

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (2) huruf b, terdiri atas: 

a. Belanja Operasi;  

 1) Semula Rp1.913.173.586.882,00 

 2) Bertambah/(Berkurang) Rp171.065.657.822,00 

 Jumlah Belanja Operasi setelah 

perubahan 

Rp2.084.239.244.704,00 

b. Belanja Modal;  

 1) Semula Rp408.554.776.861,00 

 2) Bertambah/(Berkurang) Rp131.979.827.870,00 

 Jumlah Belanja Modal setelah 

perubahan 

Rp540.534.604.731,00 

c. Belanja Tidak Terduga; dan   

 1) Semula Rp10.000.000.000,00 

 2) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00 

 Jumlah Belanja Tidak Terduga 

setelah perubahan 

Rp10.000.000.000,00 

d. Belanja Transfer.  

 1) Semula Rp396.811.594.000,00 

 2) Bertambah/(Berkurang) Rp9.540.067.462,00 

 Jumlah Belanja Transfer setelah 

perubahan 

Rp406.351.661.462,00 
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Pasal 7 
 

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 huruf a, terdiri atas: 

a. Belanja Pegawai;  

 1) Semula Rp1.048.226.212.082,00 

 2) Bertambah/(Berkurang) Rp79.894.716.127,00 

 Jumlah Belanja Pegawai 
setelah perubahan 

Rp1.128.120.928.209,00 

b. Belanja Barang dan Jasa;  

 1) Semula Rp752.243.613.192,00 

 2) Bertambah/(Berkurang) Rp87.801.637.721,00 

 Jumlah Belanja Barang dan 

Jasa setelah perubahan 

Rp840.045.250.913,00 

c. Belanja Hibah; dan  

 1) Semula Rp110.054.161.608,00 

 2) Bertambah/(Berkurang) Rp2.369.303.974,00 

 Jumlah Belanja Hibah setelah 

perubahan 

Rp112.423.465.582,00 

d. Belanja Bantuan Sosial.  

 1) Semula Rp2.649.600.000,00 

 2) Bertambah/(Berkurang) Rp1.000.000.000,00 

 Jumlah Belanja Bantuan 

Sosial setelah perubahan 

Rp3.649.600.000,00 

 
(2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf b, terdiri atas: 

a. Belanja Modal Tanah;  

 1) Semula Rp5.280.000.000,00 

 2) Bertambah/(Berkurang) (Rp1.665.000.000,00) 

 Jumlah Belanja Modal Tanah 

setelah perubahan 

Rp3.615.000.000,00 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 

 1) Semula Rp76.338.518.911,00 

 2) Bertambah/(Berkurang) Rp48.613.121.505,00 

 Jumlah Belanja Modal 

Peralatan dan Mesin setelah 
perubahan 

Rp124.951.640.416,00 

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 

 1) Semula Rp81.751.892.284,00 

 2) Bertambah/(Berkurang) Rp5.053.097.835,00 

 Jumlah Belanja Modal Gedung 
dan Bangunan setelah 
perubahan 

 

Rp86.804.990.119,00 
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d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;  

 1) Semula Rp242.880.417.066,00 

 2) Bertambah/(Berkurang) Rp78.161.402.030,00 

 Jumlah Belanja Modal Jalan, 
Jaringan dan Irigasi setelah 

perubahan 

Rp321.041.819.096,00 

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan 

 1) Semula Rp1.520.098.600,00 

 2) Bertambah/(Berkurang) Rp1.947.706.500,00 

 Jumlah Belanja Modal Aset 
Tetap Lainnya setelah 

perubahan 

Rp3.467.805.100,00 

f. Belanja Modal Aset Lainnya.  

 1) Semula Rp783.850.000,00 

 2) Bertambah/(Berkurang) (Rp130.500.000,00) 

 Jumlah Belanja Modal Aset 
Lainnya setelah perubahan 

Rp653.350.000,00 

 

(3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf c, yaitu: 

1) Semula Rp10.000.000.000,00 

2) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00 

Jumlah Belanja Tidak Terduga 
setelah perubahan 

Rp10.000.000.000,00 

 
(4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 huruf d, terdiri atas: 

a. Belanja Bagi Hasil  

 1) Semula Rp8.916.525.800,00 

 2) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00 

 Jumlah Belanja bagi Hasil 

setelah perubahan 

Rp8.916.525.800,00 

b. Belanja Bantuan Keuangan  

 1) Semula Rp387.895.068.200,00 

 2) Bertambah/(Berkurang) Rp9.540.067.462,00 

 Jumlah Belanja Bantuan 

Keuangan setelah perubahan 

Rp397.435.135.662,00 
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Pasal 8 
 

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 ayat (2) huruf c, terdiri atas: 

a. Penerimaan Pembiayaan  

 1) Semula Rp174.146.101.104,00 

 2) Bertambah/(Berkurang) Rp254.974.233.437,00 

 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 
setelah perubahan 

Rp429.120.334.541,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan  

 1) Semula Rp24.500.000.000,00 

 2) Bertambah/(Berkurang) Rp1.500.000.000,00 

 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 

setelah perubahan 

Rp26.000.000.000,00 

 

Pasal 9 
 

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf a, yaitu berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
Tahun Sebelumnya: 

1) Semula Rp174.146.101.104,00 

2) Bertambah/(Berkurang) Rp254.974.233.437,00 

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun Sebelumnya setelah 
perubahan 

Rp429.120.334.541,00 

 

(2) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 huruf b, yaitu berupa Penyertaan Modal Daerah: 

1) Semula Rp24.500.000.000,00 

2) Bertambah/(Berkurang) Rp1.500.000.000,00 

Jumlah Penyertaan Modal Daerah 

setelah perubahan 

Rp26.000.000.000,00 

 
Pasal 10 

 
(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran 

Belanja Daerah yang semula sebesar Rp149.646.101.104,00 
(seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh 
enam juta seratus satu ribu seratus empat rupiah) bertambah 

sebesar Rp253.474.233.437,00 (dua ratus lima puluh tiga miliar 
empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga 

ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi 
sebesar Rp403.120.334.541,00 (empat ratus tiga miliar seratus 
dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus 

empat puluh satu rupiah). 
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(2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan 
Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan sebesar 

Rp149.646.101.104,00 (seratus empat puluh sembilan miliar 
enam ratus empat puluh enam juta seratus satu ribu seratus 
empat rupiah) bertambah sebesar Rp253.474.233.437,00 (dua 

ratus lima puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh empat juta 
dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh 

rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp403.120.334.541,00 
(empat ratus tiga miliar seratus dua puluh juta tiga ratus tiga 
puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah). 

 
Pasal 11 

 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:  

a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang 
Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang 
Diklasifikasi menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, kegiatan, Sub Kegiatan, 
kelompok, Jenis, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub 
Kegiatan Beserta Keluaran; 

e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah 
untuk Keselarasan dan Keterpaduan 

Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk 
Pemenuhan Surat Perintah Membayar; 

g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) dengan Rancangan Perubahan 
APBD; 

h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub 
Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (P-RKPD) dan 
Perubahan Prioritas Plafon Anggaran 
Sementara (P.PPAS) dengan Rancangan 

Perubahan APBD; 

i. Lampiran IX : Sinkronisasi   Program   Prioritas   
Nasional dengan Program Prioritas 
Daerah; 

j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan 
Per Jabatan; 

k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah; 
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l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan 
Investasi Daerah lainnya; 

m. Lampiran XIII     : Daftar Perkiraan Penambahan dan 
Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset 
lain-lain; 

n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi 
years); 

o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan 

p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah. 

 

BAB III 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH 

Pasal 12 

(1) Bupati menetapkan Penjabaran Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan 
APBD Perubahan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan 
Anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah.  

  Ditetapkan di Martapura 

  pada tanggal 1 Oktober 2024 

 Pjs. BUPATI BANJAR, 

 
       Ttd 

 

 AKHMAD FYDAYEEN 
 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal 1 Oktober 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 

   
    
   Ttd 

 

                MOKHAMAD HILMAN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 9 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI 
KALIMANTAN SELATAN (9-91/2024) 


